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BUPATI SUKABUMI 

PROVINSI JAWA BARAT  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 

NOMOR 15 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2013  

TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI   SUKABUMI, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembentukan 

dana cadangan perlu ditinjau kembali besaran anggaran 

sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan 

pembangunan di Daerah;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 

Tentang Pembentukan Dana Cadangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968     

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2004   Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesaia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Replublik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Menteri  Dalam   Negeri   Nomor   13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri  Nomor 44 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 



4 

 

 

 

 

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi  

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 

Nomor 3 Seri A); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11     

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 

Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 19); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  

dan  

BUPATI SUKABUMI 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG 

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Tahun 2013    

Nomor 19), diubah sehingga ketentuan Pasal 8 berbunyi sebagai  berikut : 

 

Pasal 8 

 

(1) Dana cadangan untuk persiapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh  milyar rupiah), 

yang dianggarkan pada tahun anggaran 2014. 

 



5 

 

 

 

(2) Dana cadangan untuk persiapan daerah otonom baru ditetapkan sebesar 

Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah) yang dianggarkan pada tahun 

anggaran 2014 dan 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) setiap tahun. 

(3) Dana cadangan untuk persiapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah otonomi baru sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), 

yang dianggarkan pada tahun anggaran 2014 dan 2015 sebesar              

Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setiap tahun. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukabumi. 

 

    Ditetapkan  di  Palabuhanratu 
Pada tanggal,  30 Oktober 2014 

 

BUPATI  SUKABUMI, 
 

                  

           ttd 

 
 

SUKMAWIJAYA 
 
 

             Diundangkan di Palabuhanratu 
             Pada tanggal, 30 Oktober 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, 

 

 
                           ttd 
 

    
ADJO SARDJONO 

 
 
LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  TAHUN 2014 NOMOR 15  

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA 

BARAT 214/2014 


